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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P    U    T    U    S    A    N

Nomor.   114 B/PK/PJK/  2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  Pajak  da lam permohonan  pen in jauankembal i  

te l ah  mengambi l  putusan  sebaga i   ber i ku t  dalam perkara  :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   berkedudukan  di  Ja lan  

Jendera l  Gato t  Subro to  Nomor.  40- 42  Jakar ta  

Sela tan ,  da lam hal  in i  member i  kuasa  kepada  :

1. A.  Sjar i f udd i n  Alsah ,  Jabatan  Di rek tu r  Pajak  

Per tambahan  ni l a i  dan  Pajak  Tidak  Langsung  

Lainnya .

2. Tugu  Baleo  Nasut i on ,  Jabatan  Kepala  Sub 

Di rek to ra t  Kebera tan  dan  Banding  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  dan  Pajak  Tidak  Langsung  

Lainnya ,  Di rek to ra t  Pajak  Per tambahan  Ni la i  

dan Pajak  Tidak  Langsung  La innya .

3. Jundhy  Heru tomo,  Jabatan  Kepala  Seks i  Banding  

PPN dan  PTLL,  Subdi t  Kebera tan  PPN dan  PTLL,  

Di rek to ra t  Pajak  Per tambahan  Ni la i  dan  Pajak  

Tidak  Langsung  Lainnya .

4. Razkysyah,  Jabatan  Koord ina to r  Pelaksana  

Banding  PPN,  Subdi t  Kebera tan  PPN dan  PTLL,  

Di rek to ra t  Pajak  Per tambahan  Ni la i  dan  Pajak  

Tidak  Langsung  Lainnya ,  keempatnya  

berkedudukan  d i  Ja lan  Jendera l  Gato t  Subro to  

Nomor.  40- 42  Jakar ta  Sela tan ,  berdasarkan  

             Hal .  1  da r i  27  ha l .  Put .  
No.  114  B/  PK/PJK/2005

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  SKU-116/PJ . / 2005  

tangga l  05 Agustus  2005.

Pemohon Penin jauankembal i ,  dahulu  Terbanding;

                                M e l  a w a 

n  :

PT.  PAN PACIFIC  INDAH,  bera lamat  di  KBN Blok  

A28,  J l .  Raya  Cakung  Ci l i n c i ng ,  Sukapura  

Ci l i n c i ng ,  Jakar ta  Utara  14140.

Termohon  Penin jauankembal i ,  dahulu  Pemohon 

Banding ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa dar i  sura t - sura t  yang  bersangku tan  

te rnya ta  Pemohon  Penin jauankembal i  dahu lu  sebaga i  

Terband ing  te l ah  mengajukan  permohonan  pen in jauankembal i  

te rhadap  putusan  Pengadi l an  Pajak   tangga l  08  Apr i l  2005  

No.  Put .  05270/PP/M.VI I / 16 / 2005   yang  te l ah  berkekua tan  

hukum  te tap ,  da lam  perkaranya  melawan  Termohon  

Penin jauankembal i  dahu lu  Pemohon  Banding  dengan  pos i t a  

perkara  sebaga i  ber i ku t  :  

Bahwa  Perusahaan  Pemohon  Banding  adalah  pabr i kan  

garmen  yang  ber lokas i  d i  da lam  Kawasan  Ber i ka t  

Nusanta ra  (KBN)  –  Cakung  Ci l i n c i ng ,  Jakar t a ,  dan  

se lu ruh  has i l  perusahaan  Pemohon Banding  sesua i  dengan  

keberadaan  adanya  KBN adalah  untuk  or ien tas i  ekspor .

Bahwa disamping  Pemohon Banding  membuat  send i r i  produk  

yang  akan  diekspor ,  Pemohon  Banding  juga  mener ima  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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peker j aan  (o rde r )  menjah i t  sesua i  dengan  pesanan  dan  

bahan  baku  dar i  pembel i  yang  berasa l  dar i  sesama 

perusahaan  garmen yang  se jen i s  yang  juga  ada  di  da lam 

Kawasan Ber i ka t  Nusanta ra  – Cakung Ci l i n c i ng ,  Jakar ta ,  

dan  peker j aan  menjah i t  te r sebu t  secara  umum disebu t  

dengan maklon .

Bahwa  jasa  maklon  te rsebu t  ser i ng  te r j ad i  d i  da lam 

kawasan  Ber i ka t  Nusanta ra ,  beg i t u  juga  dengan  Pemohon 

Banding ,  apabi l a  ada  ke leb ihan  pesanan  yang  waktunya  

mendesak  dan  d ikua t i r k an  akan  meleb ih i  waktu  

penyerahan  sebaga imana  yang  ada  dalam  kont rak ,  maka 

Pemohon Banding  juga  akan  mensubkan  sebag ian  peker j aan  

Pemohon Banding  kepada  perusahaan  garment  la i nnya  yang  

ada dalam KBN.

Bahwa  perusahaan  Pemohon  Banding  berd i r i  pada  awal  

tahun  1999  dan  se jak  tahun  1999  sampai  dengan  

di l akukannya  pemer iksaan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  d i  

tahun  2003,  atas  kewaj i ban  pelaporan  Pajak  Per tambahan  

Ni la i  penyerahan  jasa  maklon  yang  di l akukan  sepan jang  

waktu  te rsebu t  t i dak  pernah  dipe rmasa lahkan  mengenai  

Pajak  Per tambahan  Ni la i  yang  te ru tang  atas  keg ia tan  

te rsebu t .

Bahwa ha l  te rsebu t  juga  te l ah  dibuk t i k an  o leh  Kanto r  

Pelayanan  Pajak  Penanaman Modal  Asing  Satu  pada  saat  

pemer iksaan  al l  taxes  atas  kewaj i ban  Pajak  Per tambahan  

Ni la i  Pemohon  Banding  tahun  1999  sampai  dengan  2000,  

d imana  atas  keg ia tan  maklon  yang  di l akukan  di  KBN 

             Hal .  3  da r i  27  ha l .  Put .  
No.  114  B/  PK/PJK/2005

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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te rsebu t  o leh  Kanto r  Pelayanan  Pajak  Penanaman Modal  

Asing  Satu  juga  dianggap  t i dak  te rhu tang  Pajak  

Per tambahan  Ni la i .

Bahwa  da lam  hal  in i ,  p ihak  Kanto r  Pelayanan  Pajak  

Penanaman Modal  Asing  Satu  sependapat  dengan  Pemohon 

Banding  bahwa atas  jasa  maklon  yang  di l akukan  di  KBN 

atas  produk  yang  d io l ah  leb ih  lan ju t  dan  untuk  

or ien tas i  ekspor  adalah  t i dak  te rhu tang  Pajak  

Per tambahan  Ni la i .

Bahwa  pada  tahun  2003,  te l ah  di l akukan  pemer iksaan  

oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Penanaman  Modal  Asing  

Empat  (yang  merupakan  pecahan  dar i  Kantor  Pelayanan  

Pajak  Penanaman Modal  Asing  Satu)  atas  kewaj i ban  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  yang  Pemohon  Banding  lakukan  di  

tahun  2001  dan  tahun  2002  (Masa  Januar i  2001  sampai  

dengan  Desember  2002)  dan  atas  keg ia tan  penyerahan  

jasa  maklon  yang  Pemohon Banding  lakukan  di  tahun  2001  

dan  2002  oleh  Terband ing  dianggap  menjad i  te rhu tang  

Pajak  Per tambahan  Ni la i  berdasarkan  Keppres  96  Tahun  

1993.

Bahwa  oleh  Kanto r  Pelayanan  Pajak  Penanaman  Modal  

Asing  Empat  atas  penyerahan  jasa  maklon  yang  dianggap  

te rhu tang  te rsebu t ,  kemudian  di te rb i t k an  Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  dan  te rhadap  kete tapan  

te rsebu t  Pemohon  Banding  te l ah  mengajukan  kebera tan  

namun oleh  Terband ing  te l ah  di te rb i t k an  Keputusan  yang  

is i n ya  menolak  permohonan  kebera tan  Pemohon  Banding  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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mengajukan  banding  ke Pengad i l an  Pajak .

Bahwa berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  maka Pemohon Banding  

berpendapat  bahwa atas  keg ia tan  penyerahan  jasa  maklon  

yang  di l akukan  di  KBN te rsebu t  t i dak  te rhu tang  Pajak  

Per tambahan  Ni la i ,  dengan a lasan  sebaga i  ber i ku t  :

a. bahwa  kewaj i ban  Pajak  Per tambahan  Ni la i  yang  

Pemohon  Banding  lakukan  di  tahun  2001  dan  

se lan ju t nya  adalah  berdasarkan  has i l  pemer i ksaan  

di  tahun- tahun  sebe lumnya.

Bahwa pada 2002,  atas  kewaj i ban  Pajak  Per tambahan  

Ni la i  tahun  1999  dan  2000  te lah  di l akukan  

pemer iksaan  secara  al l  taxes  oleh  Kanto r  

Pelayanan  Pajak  Penanaman  Modal  Asing  Satu  

(sebe lum  pecah  menjad i  Kanto r  Pelayanan  Pajak  

Penanaman Modal  Asing  Satu  dan  Empat) ,  dan  pada  

tahun  1999  dan  2000,  Pemohon  Banding  te lah  

melaporkan  adanya  penyerahan  jasa  maklon  yang  

di l akukan  di  KBN dengan  penyerahan  yang  t i dak  

dipungut  Pajak  Per tambahan  Ni la i .

Bahwa  atas  adanya  pelaporan  te rsebu t ,  p ihak  

Kanto r  Pelayanan  Pajak  Penanaman Modal  Asing  Satu  

te l ah  menyetu ju i  dan t i dak  melakukan  koreks i  atas  

penyerahan  jasa  maklon  yang  di l apo rkan  te rsebu t .

Bahwa  da lam  hal  in i ,  Kanto r  Pelayanan  Pajak  

Penanaman Modal  Asing  Satu  pada  saat  pemer iksaan  

te rsebu t  te l ah  mengetahu i  dan  setu ju  bahwa  atas  

penyerahan  jasa  maklon  di  da lam KBN yang  has i l n ya  

             Hal .  5  da r i  27  ha l .  Put .  
No.  114  B/  PK/PJK/2005
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untuk  d io l ah  kembal i  adalah  t i dak  te rhu tang  Pajak  

Per tambahan  Ni la i .

Bahwa  berdasarkan  has i l  pemer i ksaan  atas  

kewaj i ban  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Pemohon Banding  

di  tahun  1999  dan  2000  te rsebu t ,  maka  untuk  

pelaporan  kewaj i ban  Pajak  Per tambahan  Ni la i  d i  

tahun  2001 dan 2002,  yang  Pemohon Banding  lakukan  

juga  t i dak  ada  perubahan ,  ar t i n ya  sama  dengan  

pelaporan  untuk  tahun  1999  dan  2000  ya i t u  bahwa 

penyerahan  jasa  maklon  di  KBN kepada  Pengusaha  

Kena  Pajak  di  da lam  KBN t i dak  te rhu tang  Pajak  

Per tambahan  Ni la i .

Bahwa  pe laporan  Pemohon  Banding  di  tahun  2001  

sama dengan  has i l  pemer i ksaan  tahun  1999 dan 2000  

ada lah  dika renakan  bahwa  sampai  dengan  saat  

te rsebu t  (dan  sampai  dengan  saat  in i )  t i dak  ada  

perubahan  keten tuan  yang  mengubah  keten tuan  

sebe lumnya  ar t i n ya  pera tu ran  yang  ber laku  juga  

masih  te tap  sama  dan  atas  produk  has i l  

pemer i ksaan  yang  te lah  di l akukan  te lah  mempunyai  

kepas t i an  hukum yang  je l as  dan  te tap  sepan jang  

t i dak  ada  data  baru  yang  belum  te rungkap  pada  

saat  pemer iksaan  te rsebu t .

Bahwa da lam hal  in i ,  t i dak  ada  data  baru  karena  

pemer iksaan  sebe lumnya  di l akukan  mela lu i  

pemer iksaan  lapangan  dan  a l l  taxes  dan  Pemer iksa  

pada  saat  te rsebu t  juga  t i dak  pernah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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mempermasa lahkan  sed ik i t p un  mengena i  per lakuan  

Pajak  Per tambahan  Ni la i  atas  penyerahan  jasa  

maklon  kepada  sesama  Pengusaha  Kena  Pajak  di  

da lam KBN.

Bahwa  apab i l a  da lam  pemer iksaan  tahun  1999  dan  

2000 te rsebu t  dar i  p ihak  Pemer iksa  mengoreks i  apa  

yang  di l apo rkan  dalam  Sura t  Pember i t ahuan  Masa 

Pajak  Per tambahan  Ni la i  d imana  atas  penyerahan  

jasa  maklon  yang  di l apo rkan  te rsebu t  ada lah  

te rhu tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i ,  maka  atas  

Sura t  Pember i t ahuan  Masa Pajak  Per tambahan  Ni la i  

tahun  2001  dan  2002,  Pemohon  Banding  akan  

melakukan  pembetu lan  Sura t  Pember i t ahuan  Masa 

atau  melaporkan  bahwa atas  pemyerahan  jasa  maklon  

te rsebu t  te rhu tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i  dan  

menyampaikan  ke  pembel i  bahwa  atas  jasa  maklon  

dalam  KBN  adalah  te rhu tang  Pajak  Per tambahan  

Ni la i  seh ingga  Pemohon  Banding  dapat  memungut  

Pajak  Per tambahan  Ni la i  dar i  pembel i  yang  

akh i rnya  akan  d ise to r kan  kembal i  mela lu i  

mekanisme  Pajak  Kelu rahan  –  Pajak  Masukan  dalam 

Sura t  Pember i t ahuan  Masa Pajak  Per tambahan Ni la i .

Bahwa  dengan  demik ian ,  dar i  s is i  kead i l an  dan  

kepas t i an  hukum  atas  adanya  suatu  keten tuan  

perpa jakan ,  Pemohon Banding  merasa  di rug i kan  :

Bahwa  apab i l a  Pemohon  Banding  te lah  memungut  

Pajak  Per tambahan  Ni la i  dar i  pembel i  dan  t i dak  

             Hal .  7  da r i  27  ha l .  Put .  
No.  114  B/  PK/PJK/2005
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dise to r kan ,  maka  Pemohon  Banding  dapat  d ianggap  

menggelapkan  Pajak  Per tambahan  Ni la i ,  tap i  da lam 

kasus  in i  Pemohon  Banding  melakukan  pelaporan  

Pajak  Per tambahan  Ni la i  berdasarkan  keten tuan  dan  

atas  ha l  te r sebu t  te lah  t i dak  d ipe rmasa lahkan  

dalam pemer iksaan  sebe lumnya,  dengan  demik ian  apa  

yang  Pemohon Banding  lakukan  ada lah  sesua i  dengan  

keten tuan .

b. Bahwa  di  dalam  KBN  send i r i  atas  keg ia tan  

penyerhan  jasa  maklon  te rsebu t  te l ah  ber langsung  

lama ya i t u  se jak  adanya  KBN dimana  sebag ian  besar  

penghun i  da lam  KBN  te rsebu t  ada lah  jen i s  

perusahaan  garmen  dan  se jak  dike lua rkannya  

Keppres  96  tahun  1993,  atas  keg ia tan  penyerahan  

jasa  maklon  sampai  dengan  tahun  2003 t i dak  pernah  

dipungut  Pajak  Per tambahan  Ni la i .

Bahwa biasa  dalam suatu  perusahaan  se jen i s  sa l i ng  

ber tuka r  in f o rmas i ,  da lam  hal  te rsebu t  dapat  

d ibuk t i k an  bahwa  apab i l a  Pemohon  Banding  

member ikan  order  maklon  kepada  sesama perusahaan  

la i n  se jen i s  da lam  KBN,  pada  saat  membayar  

Pemohon  Banding  juga  t i dak  dipungu t  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  o leh  pihak  penjua l .

c. Bahwa dasar  Pemer iksa  yang  menyatakan  bahwa atas  

jasa  maklon  te rhu tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i  

ada lah  berdasarkan  Keppres  96  Tahun  1993  adalah  

t i dak  tepa t .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa  Pemer iksa  dalam  hal  in i  t i dak  mel iha t  

a lasan  ataupun  per t imbangan  ke luarnya  Keppres  96  

Tahun 1993 te rsebu t .

Bahwa  Keppres  96  Tahun  1993  te rsebu t  

d ike lua rkannya  ada lah  untuk  mendorong  keg ia tan  

ekspor  di  Indones ia ,  dan  ha l  te r sebu t  juga  

se ja l an  dengan  diadakannya  suatu  kawasan  ber i ka t  

ya i t u  untuk  mendorong  keg ia tan  suatu  perusahaan  

yang  or ien tas i nya  adalah  ekspor .

Bahwa  berdasarkan  adanya  fas i l i t a s  yang  ada  di  

da lam KBN ya i t u  untuk  mendorong  keg ia tan  ekspor ,  

maka or ien tas i nya  ada lah  bahwa fas i l i t a s  te rsebu t  

d ibe r i k an  te rhadap  per lakuan  te rhadap  barang  yang  

dio lah  leb ih  lan ju t  sebe lum  barang  te rsebu t  

d iekspor .

Bahwa per lakuan  te rhadap  barang  yang  d io l ah  leb ih  

lan ju t  te rsebu t  da lam Keputusan  Menter i  Keuangan  

Nomor  :  291/  KMK.05/1997  tangga l  26  Jun i  1997  

yang  semula  hanya  yang  menyangkut  atas  peker j aan  

bahan  yang  dio lah  leb ih  lan ju t  secara  langsung  

kemudian  diper l uas  juga  mel ipu t i  peker j aan  anta ra  

la i n  keg ia tan  rancang  bangun,  perekayasaan ,  

pemer iksaan  awal ,  pemer iksaan  akh i r  dan  

penyor t i r a n .

Bahwa dengan  demik ian ,  te rhadap  keg ia tan  maklon  

yang  Pemohon  Banding  lakukan  ada lah  te rmasuk  

dalam  proses  pengo lahan  bahan  baku  secara  

             Hal .  9  da r i  27  ha l .  Put .  
No.  114  B/  PK/PJK/2005
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langsung  yang  akan  dip roses  leb ih  lan ju t  untuk  

tu j uan  ekspor ,  seh ingga  te rmasuk  da lam  keg ia tan  

yang  mendapatkan  fas i l i t a s  yang  atas  

penyerahannya  t i dak  dipungut  Pajak  Per tambahan  

Ni la i  sebaga imana  yang  dia tu r  da lam Keppres  Nomor  

96 Tahun 1993.

d. Bahwa  se ja l an  dengan  a lasan  Pemohon  Banding  di  

atas ,  bahwa  te rda f t a r nya  suatu  perusahaan  di  

da lam KBN adalah  dalam rangka  meningka tkan  ekspor  

dimana  untuk  i t u  d i  da lam  KBN  dibe r i kan  

fas i l i t a s - fas i l i t a s  pabean  dan  perpa jakan  

te r t en t u .

Bahwa  da lam  t ransaks i  yang  di l akukan  dengan  

perusahaan  la i nnya  yang  ada  dalam  KBN,  apab i l a  

Pemohon Banding  menyerahkan  ke  pembel i  maka pihak  

pembel i  akan  mempero leh  Pajak  Masukan  yang  

nant i nya  juga  akan  dikembal i kan  ( res t i t u s i ) ,  

d imana  hal  in i  d isebabkan  Pajak  Keluarannya  pada  

akh i rnya  ada lah  nih i l  karena  t ransaks i  yang  

di l akukan  adalah  ekspor .

Bahwa berdasarkan  hal  te rsebu t  maka di  da lam KBN 

diber i k an  fas i l i t a s  perpa jakan  bahwa  atas  

penyerahan  sesama Pengusaha  Kena Pajak  dalam KBN 

ada lah  t i dak  te rhu tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i .

e. Bahwa  adapun  atas  penyerahan  jasa  maklon  ke  

Pengusaha  Kena  Pajak  te rsebu t ,  Pemohon  Banding  

t i dak  memungut  Pajak  Per tambahan  Ni la i  dar i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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pembel i ,  dengan  demik ian  t i dak  ada  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  yang  belum  dise to r kan  atau  

Pemohon  Banding  gelapkan  karena  pada  saat  

t ransaks i  te rsebu t  Pemohon Banding  t i dak  mener ima  

pembayaran  Pajak  Per tambahan  Ni la i  dar i  pembel i .

Bahwa ha l  te rsebu t  berbeda  j i k a  Pemohon  Banding  

memungut  Pajak  Per tambahan  Ni la i  dar i  pembel i  

te tap i  Pajak  Per tambahan  Ni la i  yang  te l ah  

dipungut  te rsebu t  kemudian  t i dak  d ise to r kan ,  maka 

Pemohon  Banding  je l as  sa lah  karena  menggelapkan  

Pajak  Per tambahan  Ni la i ,  dan atas  hal  in i  Pemohon 

Banding  bersed ia  dikenakan  sanks i  sesua i  

keten tuan  yang  ber laku .

f . Bahwa  da lam  Pasal  2  ayat  (2 )  Keppres  Nomor  96  

Tahun  1993  disebu tkan  bahwa  atas  penyerahan  

kembal i  has i l  peker j aan  oleh  Pengusaha  Kena Pajak  

subkont rak t o r  kepada  Pengusaha  Kena  Pajak  di  

kawasan  ber i ka t ,  Pajak  Per tambahan  Ni la i  yang  

te ru tang  t i dak  dipungu t .

Bahwa  atas  keg ia tan  peker j aan  subkont rak to r  

berupa  peker j aan  menjah i t  yang  Pemohon  Banding  

lakukan  atas  bahan  yang  di te r ima  dar i  pembel i  

te rsebu t ,  pada  saat  bahan  te rsebu t  se lesa i  dan  

dise rahkan  kembal i  ke  pembel i ,  has i l  dar i  

peker j aan  te rsebu t  otomat i s  sudah  bersa tu  dengan  

bahan  atau  has i l  o lahan  yang  Pemohon  Banding  

kembal i kan  atau  dise rahkan  kembal i  ke  pihak  

             Hal .  11  dar i  27  ha l .  Put .  
No.  114  B/  PK/PJK/2005
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pember i  order .

Bahwa maksud da lam Pasal  te r sebu t  menuru t  Pemohon 

Banding  ada lah  bahwa  has i l  peker j aan  te rsebu t  

ada lah  berupa  barang- jasa  yang  te l ah  menyatu  

apab i l a  te l ah  se lesa i  d ike r j a kan .

Bahwa  untuk  i t u ,  atas  ha l  te rsebu t  d ipaka i  

d isebu tkan  has i l  peker j aan  karena  pada  dasarnya  

yang  mendapatkan  fas i l i t a s  t i dak  dipungu t  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  d i  da lam  KBN te rsebu t  ada lah  

atas  proses  bahan  baku  yang  dio lah  leb ih  lan ju t  

dan  hal  in i  sangat  berbeda  j i k a  yang  d ise rahkan  

berupa  adanya  penyerahan  jasa  yang  t i dak  ada  

ka i t annya  dengan  penyerahan  jasa  dengan  bahan  

yang  akan  dio l ah  leb ih  lan ju t ,  seper t i  jasa  

serv i s  mesin ,  dan la i n - la i n .

Bahwa  penje lasan  Pemohon  Banding  juga  te lah  

sesua i  dengan  sa lah  satu  Sura t  Penje lasan  dar i  

Di rek tu r  Pajak  Per tambahan  Ni la i  dan PTLL Nomor  :  

S- 1439/PJ .53 /1994  tangga l  14  Jun i  1994  te rhadap  

adanya  per tanyaan  dar i  sa lah  satu  Waj ib  Pajak  

yang  la i n  ya i t u  anta ra  la i n  disebu tkan  bahwa 

keten tuan  khusus  yang  dibe r l a kukan  di  daerah  

kawasan  ber i ka t  hanya lah  yang  berka i t an  dengan  

la l u  l i n t a s  /  penyerahan  barang  jasa  dan  t i dak  

mengatur  penyerahan  jasa .

Bahwa  Pasa l  te rsebu t  d i  atas  menunjukkan  juga  

bahwa atas  has i l  o lahan  kembal i  barang  yang  te l ah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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disubkan  te rsebu t  ada lah  t i dak  te rhu tang  Pajak  

Per tambahan  Ni la i .

Bahwa da lam proses  penyerahan  barang  has i l  o lahan  

untuk  d ise rahkan  kepada  pihak  yang  member ikan  

order ,  jasa  yang  dise rahkan  ada lah  te rmasuk  dalam 

barang  yang  dise rahkan  kembal i  te rsebu t  (barang-

jasa ) .

Bahwa  dengan  demik ian  atas  jasa  maklon  yang  

te rka i t  dengan  proses  penyerahan  barang  yang  

disubkan  te rsebu t  juga  je l as  t i dak  te rhu tang  

Pajak  Per tambahan  Ni la i .

Bahwa maksud dar i  d i t e rb i t k annya  Keppres  Nomor  96 

Tahun 1993 ada lah  untuk  mendorong  keg ia tan  ekspor  

dan atas  ha l  te r sebu t  te rhadap  kese lu ruhan  proses  

se jak  bahan  baku  masuk  kemudian  dip roses  atau  

dio lah  leb ih  lan ju t  d ibe r i k an  fas i l i t a s  

kepabeanan  dan  perpa jakan  sepan jang  barang  

te rsebu t  d ip roduks i  untuk  tu juan  ekspor .

Bahwa  maksud  adanya  fas i l i t a s  te rsebu t  seper t i  

yang  te lah  disampaikan  dalam  alasan  di  atas  

ada lah  agar  t i dak  mengganggu  al i r an  dana  (cash  

f l ow)  pengusaha  di  da lam KBN.

Bahwa ha l  te rsebu t  dapat  d imak lumi  karena  apab i l a  

dikenakan  Pajak  Per tambahan  Ni la i ,  Pengusaha  Kena 

Pajak  Pembel i  te rsebu t  akan  membayar  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  d imana  Pajak  Per tambahan  Ni la i  

te rsebu t  sebaga i  Pajak  Masukan  yang  dapat  

             Hal .  13  dar i  27  ha l .  Put .  
No.  114  B/  PK/PJK/2005
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dik red i t k an  atau  dapat  d i res t i t u s i .

g. Bahwa  se lan ju t nya  dalam  Sura t  Di rek tu r  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  dan  PTLL  Nomor  :  S-

2149/PJ .52 /1997  tangga l  28 Ju l i  1997 kepada  sa lah  

satu  Waj ib  Pajak  disebu tkan  bahwa  da lam 

pen je lasan  sura t  te r sebu t  menunjuk  kepada  

keten tuan  Keppres  Nomor  3  Tahun  1996  ten tang  

per l akuan  perpa jakan  bagi  pengusaha  yang  berada  

di  KBN dan PKP EPTE.

Bahwa da lam sura t  te rsebu t  d i j e l a s kan  bahwa jasa  

jah i t  (mak lon )  te rsebu t  merupakan  pembayaran  Jasa  

Kena Pajak  yang  harus  dipungu t  Pajak  Per tambahan  

Ni la i  kecua l i  j i k a  penyerahan  jasa  te rsebu t  

ada lah  penyerahan  kembal i  Barang  Kena Pajak  has i l  

peker j aan  subkon t rak t o r  atas  barang  dan/a tau  

bahan dar i  EPTE.

Bahwa dar i  ura ian  di  atas  dapat  d is impu lkan  bahwa 

pada  dasarnya  atas  penyerahan  jasa  yang  te rka i t  

dengan  bahan yang  akan  dio lah  leb ih  lan ju t  (bahan  

jasa )  da lam rangka  sub  kont rak to r  (mak lon )  ada lah  

t i dak  te rhu tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i ,  d imana  

hal  in i  da lam  rangka  mendorong  ekspor  dan  cash  

f l ow  Pengusaha  Kena Pajak  di  dalam KBN.

h. Bahwa  dengan  demik ian  maka  perh i t ungan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  yang  te rhu tang  menuru t  Pemohon 

Banding  adalah  nih i l  atau  dengan  perh i t ungan  

sebaga i  ber i ku t  :

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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No
.

Ura ian Jumlah  (Rp)

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Dasar  Pengenaan  Pajak
a.  Ekspor
b.  Penyerahan  yg  PPN-nya  t i dak  
dipungut
c.  Penyerahan  yg  PPN-nya  harus  
dipungut
d.  Retur  Penjua lan
e.  Jumlah  (a+b+c- d)
Pajak  Keluaran
a.  Tar i f  Umum
b.  PK yang  dipungu t  o leh  Pemungut  
PPN
c.  PK yang  dipungu t  send i r i  (a -
b.1 )
Pajak  Masukan
a.  Pajak  Masukan  yang  dapat  
d ik red i t k an
b.  Dibayar  dengan NPWP send i r i
c.  Kompensas i  bu lan  la l u
d.  Retur  Pembel ian
e.  Pajak  Masukan  yang  dapat  
d ipe rh i t u ngkan
PPN kurang  /  ( l eb i h )  d ibayar
Keleb ihan  yang  sudah  
dikompensas ikan
PPN yang  kurang  dibayar
Sanks i  Admin is t r a s i
Jumlah yang masih  harus  dibayar

60.972 .679 .882
4.508 .843 .510

65.481 .523 .392

0
0
0

151.685 .480
0

111.270 .398
0

262.955 .878
262.955 .878
262.955 .878

0
0

0

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Pengad i l an  Pajak  

tangga l   08 Apr i l  2005 No.  Put .  05270/PP/M.VI I / 16 / 2005  yang  

te l ah  berkekua tan  hukum  te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  

Mengabulkan  seluruh  band ing  Pemohon  Banding  te rhadap  

Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  KEP-

437/WPJ.07 /BD.04 /2003  tangga l  12  Nopember  2003  mengenai  

kebera tan  atas  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Masa Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  

2001 Nomor  :  00070/207 /01 /057 /03  tangga l  15 Ju l i  2003,  atas  

             Hal .  15  dar i  27  ha l .  Put .  
No.  114  B/  PK/PJK/2005

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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nama :  PT.  Pan Paci f i c  Indah,  NPWP :  01.882 .563 .8 - 057.000 ,  

a lamat  :  KBN Blok  A28,  J l .  Raya Cakung  Ci l i n c i n g ,  Sukapura  

Ci l i n c i ng ,  Jakar ta  Utara  14140,  seh ingga  jumlah  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Masa Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  

2001 yang te ru tang  menjad i  n ih i l .

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  yang  te l ah  

mempunyai  kekuatan  hukum te tap  i . c .   putusan  Pengad i l an  

Pajak  tangga l  08 Apr i l  2005 No.  Put .  05270/PP/M.VI I / 16 / 2005  

dibe r i t a hukan  kepada  Pemohon  Penin jauankembal i  dahu lu  

Terband ing  pada  tangga l  13  Mei  2005  kemudian  te rhadapnya  

oleh  Pemohon  Penin jauankembal i  dahu lu  Terband ing  dia j ukan  

permohonan  pen in jauankembal i  secara  te r t u l i s  d i  

Kepani te raan  Pengad i l an  Pajak  dengan  dise r t a i  a lasan-

alasannya  yang  di te r ima  d i  Kepani t e r aan  Pengadi l an  Pajak  

te rsebu t  pada tangga l  05 Agustus  2005 ;  

Menimbang,  bahwa  ten tang  permohonan  

Penin jauankembal i  te rsebu t  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  

lawan  dengan  seksama pada tangga l  31 Agustus  2005,  kemudian  

te rhadapnya  oleh  pihak   lawannya  te l ah  dia j ukan   jawaban  

yang  di te r ima   di  Kepani te r aan  Pengad i l an  Pajak  tangga l  17  

Oktober  2005 ;  

Menimbang,  bahwa o leh   permohonan  Penin jauankembal i  

aquo  beser ta  a lasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  

pihak  lawan  dengan  seksama,  dia j ukan   da lam tenggang  waktu  

dan  dengan  cara  yang  d i t en tukan  dalam  undang- undang,  maka 

oleh  karena  i t u  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  Penin jauankembal i   te l ah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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mengajukan  alasan- alasan  pen in j auankembal i  yang   pada  

pokoknya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t   :  

1. Bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  semula  

Terband ing  sangat  kebera tan  atas  per t imbangan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Pajak  Putusan  Pengadi l an  

Pajak  Nomor  :  Put .  05270/PP/M.VI I / 16 / 2005  tangga l  

08 Apr i l  2005,  yang  menyatakan  :

Halaman 19 al i nea  3 :

“  Bahwa  sete lah  Maje l i s  mempela ja r i  keten tuan -

keten tuan  yang  di j ad i kan  dasar  hukum oleh  Terband ing  

untuk  mengenakan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  atas  

penyerahan  Jasa  Maklon  yang  di l akukan  oleh  Pemohon  

Banding ,  ser ta  keten tuan - keten tuan  la i n  yang  te rka i t  

dengan  per lakuan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  atas  

penyerahan  subkont rak  /  maklon  di  Kawasan  Ber i ka t ,  

Maje l i s  berpendapa t  bahwa di  dalam keten tuan - keten tuan  

te rsebu t  t i dak  mengatu r  mengenai  per lakuan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  atas  penyerahan  peker j aan  sub  

kont rak  /  jasa  maklon  oleh  PDKB kepada  PDKB la i nnya  

dalam kawasan Ber i ka t  yang  sama. ”

Halaman 20 al i nea  7 :

“Bahwa  dalam  keten tuan  secara  tegas  dia tu r  bahwa  

penyerahan  maklon  te rsebu t  Pajak  Per tambahan  Ni la i  

yang  te ru tang  t i dak  dipungut . ”

Bahwa  berdasarkan  data  yang  ada  dike tahu i  bahwa  jen i s  

usaha  yang  Pemohon  Penin jauankembal i  lakukan  ada lah  

bergerak  di  b idang  pabr i kan  garmen  yang  beror i en tas i  

             Hal .  17  dar i  27  ha l .  Put .  
No.  114  B/  PK/PJK/2005

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pada  ekspor ,  dan  dalam  hal  in i  se la i n  membuat  send i r i  

produk  yang  akan  diekspornya ,  Pemohon  Penin jauankembal i  

juga  mener ima  peker j aan  (order )  menjah i t  dar i  perusahaan  

la i n  yang  se jen i s  ser ta  dapat  men- sub- kan  sebag ian  

peker j aan  Pemohon  Penin jauankembal i  te rsebu t  kepada  

perusahaan  la i n  yang  juga  se jen i s  apab i l a  te rnya ta  

te rdapa t  ke leb ihan  peker j aan  yang  t i dak  dapat  

d ise lesa i kan  send i r i  o leh  Pemohon Penin jauankembal i ,  dan  

atas  keg ia tan  te rsebu t l ah  maka  dapat  d ike tahu i  o leh  

Pemohon  Penin jauankembal i  kepada  perusahaan  la i n  yang  

se jen i s .  

Bahwa keten tuan  Pasa l  1 Undang- undang  Nomor  8 Tahun 1983  

sebaga imana  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- undang  

Nomor 18 Tahun 2000,  mengatu r  bahwa :

Angka 1 :

“Daerah  Pabean  ada lah  wi layah  Republ i k  Indones ia  yang  

mel ipu t i  wi layah  dara t ,   pera i r an ,  dan  ruang  udara  

dia tasnya  ser ta  tempat - tempat  te r t en t u  di  Zona Ekonomi  

Eksk lus i f  dan Landas  Kont i nen  yang di  da lamnya  ber laku  

Undang- undang Nomor  10 Tahun 1995 ten tang  Kepabeanan. ”

Angka 5 :

“Jasa  ada lah  set i ap  keg ia tan  pelayanan  berdasarkan  

suatu  per i ka tan  atau  perbuatan  hukum yang  menyebabkan  

suatu  barang  atau  fas i l i t a s  atau  kemudahan  atau  hak  

te rsed ia  untuk  dipaka i ,  te rmasuk  jasa  yang  di l akukan  

untuk  menghas i l k an  barang  karena  pesanan  atau  

permin taan  dengan  bahan  dan  atas  petun juk  dar i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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pemesan. ”

Angka 6 :

“  Jasa  Kena  Pajak  adalah  jasa  sebaga imana  d imaksud  

dalam angka  5 yang  dikenakan  pajak  berdasarkan  Undang-

undang in i . ”

dan  keten tuan  Pasa l  4  huru f  c  Undang- undang  Nomor  8 

Tahun  1983  sebaga imana  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- undang Nomor  18 Tahun 2000,  mengatu r  bahwa :

“Pa jak  Per tambahan  Ni la i  d ikenakan  atas  penyerahan  

Jasa  Kena Pajak  d i  da lam Daerah  Pabean  yang  di l akukan  

oleh  Pengusaha. ”

Bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  d i  atas  dapat  

d is impu lkan  bahwa set i ap  penyerahan  Jasa  Kena Pajak  yang  

di l akukan  di  dalam  daerah  pabean  harus  dikenakan  PPN.  

Adapun  jen i s  jasa  yang  dikecua l i k an  dar i  pengenaan  PPN 

te rcan tum  dalam Pasal  4A ayat  (3 )  Undang- undang  Nomor  8 

Tahun  1983  sebaga imana  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- undang  Nomor  18  Tahun  2000,  ya i t u  jasa  di  b idang  

pelayanan  kesehatan  medik ,  sos ia l ,  peng i r iman  sura t  

dengan  perangko ,  perbankan ,  asurans i ,  dan  sewa  guna  

usaha  dengan  hak  ops i ,  keagamaan,  pend id i kan ,  kesen ian  

dan  hibu ran  yang  te lah  dikenakan  pajak  ton tonan ,  

peny ia ran  yang  bukan  bers i f a t  i k l an ,  angkutan  umum di  

dara t  dan  d i  a i r ,  tenaga  ker j a ,  perho te l an ,  dan  jasa  

yang  dised iakan  oleh  Pemer in tah  dalam rangka  menja lankan  

pemer in tahan  secara  umum.

Bahwa  se lan ju t nya ,  keten tuan  Pasal  14  huru f  f  dan  g 

             Hal .  19  dar i  27  ha l .  Put .  
No.  114  B/  PK/PJK/2005

Disclaimer
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Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  :  291/KMK.05/1997  

tangga l  26 Jun i  1997 mengatu r  :

“Terhadap  impor  barang ,  pemasukan  Barang  Kena  Pajak  

(BKP) ,  peng i r iman  has i l  produks i ,  penge lua ran  barang ,  

penyerahan  kembal i  BKP,  pemin jaman  mesin ,  pemasukan  

Barang  Kena Cukai  (BKC)  ke  dan/a tau  dar i  KB dibe r i k an  

fas i l i t a s  sebaga i  ber i ku t  :

f . Atas  penge lua ran  barang dan/atau  bahan dar i  PDKB ke  

perusahaan  indus t r i  d i  DPIL  atau  PDKB la i nnya  da lam  

rangka  subkon t rak ,  t i dak  dipungu t  PPN dan PPnBM.

g. Atas  penyerahan  kembal i  BKP  hasi l  peker jaan  

subkontrak  oleh  PKP  di  DPIL  atau  PDKB la i nnya  

kepada  PKP  PDKB  asa l ,  t i dak  dipungu t  PPN  dan  

PPnBM.”

Bahwa berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  d i  atas  dike tahu i  

bahwa  fas i l i t a s  t i dak  dipungu t  PPN  hanya  untuk  

penyerahan  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  yang  di l akukan  oleh  

Pengusaha  Di  Kawasan  Ber i ka t  (PDKB)  kepada  PDKB la i nnya  

atau  Daerah  Pabean  Indones ia  La innya  (DPIL ) ,  sedangkan  

atas  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  yang  d i l akukan  

oleh  Pengusaha  Di  Kawasan  Ber i ka t  (PDKB)  kepada  PDKB 

la i nnya  atau  Daerah  Pabean  Indones ia  La innya  (DPIL)  

da lam  rangka  sub  kont rak  t i dak  mendapatkan  fas i l t i a s  

te rsebu t  atau  te tap  dipungu t  PPN.

Bahwa sebe lum di t e rb i t k annya  keten tuan  te rsebu t  d i  atas ,  

sebenarnya  te l ah  ada  keten tuan  la i n  yang  mengatu r  

mengenai  pember ian  fas i l i t a s  t i dak  dipungu tnya  PPN atas  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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penyerahan  BKP  (bukan  atas  penyerahan  JKP)  kepada  

perusahaan  la i n  da lam  rangka  sub  kont rak ,  ya i t u  Sura t  

Edaran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  SE-39/PJ .52 /1993  

tangga l  20  Desember  1993  ten tang  Pengenaan  PPN dan  PPn 

BM pada  Kawasan  Ber i ka t  (KB)  dan  Ent repor t  Produks i  

untuk  Tujuan  Ekspor  (EPTE) ,  but i r  1,  yang  mengatu r  bahwa 

:

“PPN dan PPn BM yang  te ru tang ,  t i dak  d ipungut  atas  :

But i r  1.4 . Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  oleh  PKP 

dar i  Kawasan  Ber i ka t /PKP  EPTE kepada  PKP Sub-

Kont rak to r  d i  Daerah  Pabean  Indones ia  La innya  

untuk  d io l ah  leb ih  lan ju t .

But i r  1.5 . Penyerahan  kembal i  Barang  Kena  Pajak  

has i l  peker j aan  oleh  PKP Sub- Kont rak to r  dar i  

Daerah  Pabean  Indones ia  La innya  kepada  PKP di  

Kawasan Ber i ka t /PKP  EPTE.”

dan  keten tuan  Pasa l  3  Keputusan  Pres iden  RI  Nomor  96  

Tahun  1993  tangga l  23  Oktober  1996,  yang  mengatur  

bahwa :

“A tas  penyerahan  BKP oleh  PKP dar i  Kawasan  Ber i ka t  

kepada  PKP la i nnya  d i  Kawasan  Ber i ka t  yang  sama atau  

Kawasan  Ber i ka t  la i nnya  atau  EPTE untuk  dio l ah  leb ih  

lan ju t ,  PPN dan PPn BM yang  te ru tang  t i dak  dipungu t . ”

Bahwa  karenanya ,  sesua i  dengan  keten tuan - keten tuan  

te rsebu t  d i  atas  je l as  bahwa yang  mendapatkan  fas i l i t a s  

t i dak  dipungutnya  PPN atas  penyerahan  yang  di l akukan  

oleh  set i ap  PKP da lam  rangka  sub  kont rak ,  ada lah  atas  
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penyerahan  BKP,  bukan  JKP.

Bahwa se la i n  i t u ,  apab i l a  kemudian  per t imbangan  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Pajak  menyatakan  bahwa  keten tuan-

keten tuan  te rsebu t  d i  atas  t i dak  mengatu r  mengena i  

per l akuan  PPN atas  penyerahan  peker j aan  sub  kont rak  /  

jasa  maklon  oleh  PDKB kepada  PDKB la i nnya  dalam Kawasan  

Ber i ka t  yang  sama,  maka  hal  te rsebu t  adalah  ke l i r u ,  

karena  fas i l i t a s  te r sebu t  hanya  dibe r i k an  atas  

penyerahan  BKP,  sedangkan  atas  penyerahan  JKP  t i dak  

dibe r i k an  fas i l i t a s  te rsebu t .  Oleh  karenanya ,  t i dak  

dia tu rnya  keten tuan  mengenai  fas i l i t a s  PPN te rsebu t  d i  

atas  bukan  berar t i  bahwa  atas  penyerahan  JKP te rsebu t  

t i dak  te ru tang  PPN.  Bahwa keten tuan  atas  penyerahan  JKP 

te rsebu t  je l as - je l as  te lah  dia tu r  da lam keten tuan  Pasa l  

4  huru f  c  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1983  sebaga imana  

te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- undang  Nomor  18  

Tahun 2000.

Bahwa  dengan  demik ian ,  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Pajak  yang  menyatakan  bahwa  atas  penyerahan  

jasa  maklon  yang  di l akukan  oleh  Pemohon 

Penin jauankembal i  t i dak  te ru tang  PPN,  ada lah  sangat  

t i dak  bera lasan  dan  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan-

keten tuan  yang  ber laku .

2. Bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  semula  Terband ing  

sangat  kebera tan  atas  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Pajak  Putusan  Pengadi l an  Pajak  Nomor  :  Put .  

05270/PP/M.VI I / 1 6 / 2005  tangga l  08  Apr i l  2005,  ha laman  
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20,  yang  menyatakan :

Al inea  4 :

“Bahwa  penyerahan  jasa  maklon  yang  di l akukan  oleh  

Pemohon  Banding  saat  in i  menjad i  sengketa  ada lah  

penyerahan  pada  tahun  2001,  seh ingga  ten tunya  

keten tuan  Keputusan  Menter i  Keuangan  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  162/KMK.04/2003  tangga l  29  Apr i l  

2003  dan  Sura t  Edaran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  

SE-26/J .53 /2003  tangga l  6 Oktober  2003,  t i dak  re levan  

di te rapkan  untuk  kasus  in i  karena  keten tuan  te rsebu t  

t i dak  ber laku  suru t . ”

Al inea  7 s.d .  8 :

“Bahwa  dalam  keten tuan  secara  tegas  dia tu r  bahwa  

penyerahan  maklon  te rsebu t  Pajak  Per tambahan  Ni la i  

yang  te ru tang  t i dak  dipungut .

Bahwa menuru t  Maje l i s ,  sepan jang  t i dak  ada  keten tuan  

yang  mengatu r  la i n  mengena i  ha l  te rsebu t  maka  

keten tuan  Keputusan  Pres iden  Nomor  96  Tahun  1993  

te rsebu t  te tap  ber laku . ”

Bahwa  berdasarkan  data  berupa  Laporan  Pemer iksaan  

Sederhana  Lapangan  (PSL)  Nomor  :  LHPSL-

30/WPJ.07 /KP.0507 /2003  tangga l  14  Ju l i  2003  dike tahu i  

bahwa  koreks i  pos i t i p  yang  di l akukan  oleh  Termohon  

Penin jauankembal i  atas  penyerahan  jasa  maklon  yang  

di l akukan  pleh  Pemohon  Penin jauankembal i  ada lah  

didasarkan  pada  Keputusan  Menter i  Keuangan  Nomor  :  

291/KMK.05/1997  tangga l  26  Jun i  1997  ten tang  Kawasan  
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Ber i ka t  Nusanta ra ,  d imana  keten tuan  te rsebu t  merupakan  

penegasan  mengenai  penyerahan  JKP yang  sebe lumnya  te lah  

dia tu r  dalam  Pasa l  4  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1983  

(yang  kemudian  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  11  

Tahun  1994  dan kemudian  diubah  lag i  dengan  Undang- undang  

Nomor 18 Tahun 2000) .

Bahwa se lan ju t nya ,  Sura t  Edaran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

Nomor  :  SE-39/PJ .52 /1993  tangga l  20  Desember  1993  

ten tang  Pengenaan  PPN dan  PPnBM pada  Kawasan  Ber i ka t  

(KB)  dan  Ent repor t  Produks i  untuk  Tujuan  Ekspor  (EPTE)  

dan Keputusan  Pres iden  RI  Nomor  96 Tahun 1993 tangga l  23  

Oktober  1996  juga  digunakan  oleh  Termohon  Penin jauan  

Kembal i  untuk  mendukung  koreks i  pos i t i p  yang  

di l akukannya  atas  penyerahan  jasa  maklon  yang  di l akukan  

oleh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i .  Adapun  keten tuan  la i n  

yang  menjad i  acuan  dalam  koreks i  in i ,  ya i t u  Keputusan  

Menter i  Keuangan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

162/KMK.04/2003  tangga l  29  Apr i l  2003,  hanya lah  untuk  

menegaskan  bahwa  dar i  tahun  1983  ( tahun  di te rb i t k annya  

Undang- undang  PPN)  sampai  dengan  tahun  2003  ( tahun  

di te rb i t k annya  keten tuan  yang  baru) ,  keten tuan  mengenai  

penyerahan  yang  mendapatkan  fas i l i t a s  PPN t i dak  dipungut  

ada lah  te tap  untuk  penyerahan  BKP dar i  dan  ke  Kawasan  

Ber i ka t  sa ja ,  t i dak  te rmasuk  JKP,  yang  dalam  kasus  in i  

berupa  Jasa  Maklon ,  atau  dengan  kata  la i n  Jasa  Maklon  

in i  te rmasuk  jen i s  penyerahan  yang  dikenakan  PPN.

Bahwa se lan ju t nya ,  sehubungan  dengan  banyaknya  perbedaan  

Disclaimer
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pendapat  mengena i  Penyerahan  Jasa  Kena Pajak  dar i  dan ke  

Kawasan  Ber i ka t  in i ,  maka  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

kembal i  menerb i t kan  Sura t  Edaran  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

Nomor  :  SE-26/PJ .53 /2003  tangga l  6  Oktober  2003  yang  

sebenarnya  merupakan  penegasan  dar i  keten tuan - keten tuan  

yang  di te rb i t k an  sebe lumnya  dengan per iha l  yang  sama.

Bahwa  dengan  demik ian  apab i l a  kemudian  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  menyatakan  bahwa  keten tuan- keten tuan  

yang  baru  di t e rb i t k an  pada  tahun  2003  te rsebu t  t i dak  

re levan  dengan  sengketa  yang  d ia j ukan  pen in jauan  kembal i  

o leh  Pemohon Penin jauan  Kembal i  in i ,  ada lah  sangat  t i dak  

bera lasan .

3. Bahwa berdasarkan  pen je lasan  te rsebu t  d i  atas  dike tahu i  

bahwa  koreks i  pos i t i p  Termohon  Penin jauan  Kembal i  atas  

Dasar  Pengenaan  Pajak  berupa  penyerahan  Jasa  Maklon  

sebesar  Rp.  5.561 .151 .019 ,00 ,  ada lah  sudah  benar  dan  

te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  ber laku .

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Mahkamah  Agung 

memper t imbang- kan  alasan- alasan  Penin jauankembal i  dar i  

Pemohon Penin jauankembal i  sebaga i  ber i ku t  :   

Bahwa  alasan- alasan  Penin jauan  Kembal i  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  karena  Putusan  Pengad i l an  Pajak  sudah  tepa t  dan  

benar  ya i t u  t i dak  te rdapa t  putusan  yang  nyata - nyata  t i dak  

sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  sebaga imana  dimaksud  Pasal  91  huru f  e   Undang-

undang  No.  14  Tahun  2002,  ya i t u  bahwa  koreks i  Terband ing  

yang  menghi tung  berdasarkan  ni l a i  kese lu ruhan  unsur  

penyerahan  jasa  dan  unsur  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  

ada lah  t i dak  tepa t .

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  maka  permohonan  
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pen in jauankembal i  yang  dia j ukan   o leh  Pemohon 

Penin jauankembal i  :  DIREKTUR  JENDERAL  PAJAK  te rsebu t  

ada lah  t i dak  bera lasan ,  seh ingga  harus  di to l a k .  

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Pemohon 

Penin jauankembal i  d ip ihak   yang  dika lahkan ,  maka  harus  

dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  da lam  t i ngka t  

Penin jauankembal i  yang  besarnya  sebaga imana  te rsebu t  da lam 

amar  putusan  in i  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- undang  Nomor.  

48  Tahun  2009,  Undang- undang  Nomor.  14  Tahun  1985  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor.  5 

Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- undang  Nomor.  

3  Tahun  2009  dan  Undang- undang  Nomor.  14  Tahun  2002  ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;  

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  pen in jauankembal i   dar i  Pemohon 

Penin jauankembal i   :  DIREKTUR JENDERAL PAJAK te rsebu t  ;

Menghukum Pemohon Penin jauankembal i   untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam t i ngka t  Penin jauankembal i   in i  sebesar  

Rp.2 .500 .000 , -   (  dua ju t a  l ima  ra tus  r i bu  rup iah  )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada har i  :  Selasa  tangga l  23 Pebruar i  2010  

oleh  Prof .  DR.  Paulus  E.  Lotu lung ,  SH.  Ketua  Muda Mahkamah 

Agung  Urusan  L ingkungan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

di te t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i   Ketua  

Maje l i s ,  Mar ina  Sidabu ta r ,  SH.  MH,  dan  Prof .  Dr .  H.  Ahmad 

Sukard ja ,  SH  Hakim- Hakim  Agung  sebaga i   Anggota ,  dan  

diucapkan  dalam  s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  

juga  oleh  Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota   dan  

diban tu  o leh  Benar  Sihombing ,  SH.MHum.   Pani te ra  Penggant i  

dengan t i dak  d ihad i r i  o leh  para  pihak .

Hakim- Hakim   Anggota    :  

K   e   t    u   a    :  

                  Ttd .  
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Ttd .
Mar ina  Sidabu ta r ,  SH.  MH.          Pro f .  DR.  

Paulus  E.  Lotu lung ,  SH.                        Ttd .
Prof .  Dr .  H.  Ahmad Sukard ja ,  SH

         Pani tera  

Penggant i    :  

                Ttd .
              Benar  

Sihombing ,  SH.  MHum

Biaya- biaya  Penin jauan  Kembal i   :

1. M e t  e r  a i  ……………... . . . . . . . . . . . . Rp .        6.000 , -
    

2. R e d a k s  i   …………... . . . . . . . . . . . . . . . Rp.         5.000 , -
    

3. Admin is t r a s i  Penin jauan  Kembal i . . . Rp.  2.489 .000 , -
Jumlah                             Rp.  2.500 .000 , -

Untuk  Sal inan
Mahkamah Agung RI

a.n .  Pani te r a  
Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara

A S H A D I ,  SH
Nip .  220000754
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27


